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Peraturan Menteri PANRB No. 16 Tahun 2017 

“Forum Konsultasi Publik merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara 

partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas 

antara lain: rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi 

pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam 

kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pelayanan publik”

Tentang Pendoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik

Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan

Hasil dituangkan dalam bentuk 

berita acara janji perbaikan 

pelayanan publik

Kewajiban melakukan FKP 

sebagai bentuk peran serta 

masyarakat dalam pelayanan publik

Laporan hasil penyelenggaraan FKP 

disampaikan kepada Menteri 

PANRB

Highlight Peraturan Menteri PANRB No.16 Tahun 2017 (Pasal 2)
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Tahapan Pelaksanaan FKP

Pra Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaporan dan Tindak Lanjut

1. Penganggaran;

2. Pemilihan Topik; dan

3. Pemilihan stakeholders dan 

narasumber

1. Diskusi Dialog Dua Arah;

2. Mufakat;

3. Penyusunan Berita Acara; dan

4. Dokumentasi Kegiatan

1. Menyusun Laporan Pelaksanaan 

FKP;

2. Mengirimkan Laporan kepada 

Kementerian PANRB;

3. Tindaklanjut Hasil FKP



Berita Acara

Berita acara berisi: 

• Identifikasi masalah

• Usulan rekomendasi 

perbaikan

• Jangka waktu 

penyelesaian

• Tanda tangan pihak 

terkait

• No Kontak/HP, jenis 

kelamin, dan keterangan 

perwakilan yang 

menandatangani berita 

acara



Usulan Rekomendasi 
Perbaikan di Berita Acara Tindak lanjut FKP

Catatan:

Bukti dukung tindak lanjut hasil FKP dapat berupa foto 

pelaksanaan tindak lanjut, surat dan lain sebagainya



Data Pelaksanaan FKP 
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Teknis Penyusunan 
Laporan Forum 
Konsultasi Publik



UPP
•Menyusun laporan pelaksanaan dan tindak lanjut FKP

•Mengirimkan laporan kepada Biro/Bagian Organisasi sebelum 
30 November 2024

Biro/Bagian 
Organisasi

Kementerian 
PANRB

•Mengkompilasi laporan FKP (lampiran laporan milik 
UPP bisa berupa tautan google drive yang berisi 
laporan)

•Mengirimkan laporan kepada Kementerian PANRB 
maksimal 30 November 2024

•Memberikan rekomendasi atas 
laporan yang disusun oleh 
K/L/D

Skema Pelaporan Pelaksanaan dan Tindak 
Lanjut Forum Konsultasi Publik

Deadline pengumpulan laporan 
pelaksanaan dan tindak lanjut FKP

30 November tahun berjalan

Melalui bit.ly/pelaporanskmfkp



Struktur Laporan Pelaksanaan FKP Unit 

Penyelenggara Pelayanan

Penutup

Hasil Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan

Pendahuluan



Struktur Laporan 
Pelaksanaan FKP

Biro/Bagian 
Organisasi

Kesimpulan dan 
Lampiran

Rencana Aksi

Analisis Pelaksanaan 
FKP

Latar Belakang



Matriks Pelaporan FKP 

Oleh Biro/Bagian Organisasi



Catatan Utama 
Pelaksanaan 
dan Tindak 
Lanjut FKP

2
Kelengkapan Laporan FKP
Laporan FKP harus terdiri dari berita acara, undangan, daftar hadir, dan 
dokumentasi pelaksanaan

3
Keterlibatan Aktor
Beberapa aktor yang dilibatkan dalam FKP menurut Permenpan 16 Tahun 
2017 adalah Akademisi, OMS, Media Massa, Pengguna Layanan, 
Penyelenggara Layanan, Stakeholders Pelayanan Publik

4
Substansi Berita Acara
Berita acara FKP harus memuat identifikasi masalah, usulan rekomendasi 
perbaikan, jangka waktu penyelesaian perbaikan

5
Tindak Lanjut FKP
Rencana rekomendasi perbaikan yang telah disusun, agar 
ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan. Laporan tindak lanjut FKP 
yang dikumpulkan tahun berjalan merupakan hasil tindak lanjut tahun 
sebelumnya

1
Ruang Lingkup FKP
Ruang lingkup pelaksanaan FKP tidak terbatas pada pembuatan Standar 
Pelayanan

6
Kompilasi Laporan oleh Biro/Bagian Organisasi
Biro/Bagian Organisasi perlu untuk melakukan kompilasi laporan UPP yang 
dapat digunakan basis data untuk melakukan pembinaan serta monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan FKP 



Terima Kasih

@pelayanan.publik

Media Sosial:

Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi

Help Desk Asdep PPM - 081119282666

Contact Person:

bit.ly/MateriSKMdanFKP

Materi:
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